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Satu perkara yang patut kita catat dan renungkan bersama ialah 
pernyataan Presiden Soeharto dalam peringatan Dies Natalis UI 
yang ke-25 bahwa negara kita adalah negara sosialis-religius. Untuk 
sebagian besar orang mungkin pernyataan itu diterima dengan 
sedikit terkejut karena tidak disangka-sangka. Tetapi untuk mereka 
yang sempat menyimak semua pernyataan Presiden dalam berbagai 
kesempatan serta berani menyeberangi yang tersurat untuk sampai 
kepada yang tersirat tentu pernyataan serupa itu akan didapati ada 
sejak lama, sedangkan ucapan presiden di upacara Dies itu hanyalah 
merupakan suatu penegasan.

Tetapi bagaimanapun untuk banyak orang keterangan Presiden 
bahwa negara kita bersifat sosialis-religius itu sangat melegakan. 
Pertama dari sudut pemakaian istilah, dan kedua dari segi penye-
garan intensi atau komitmen bersama.

Dari sudut pemakaian istilah, yang dimaksudkan ialah pema-
kaian istilah “sosialis”. Sudah lama sekali dari kalangan resmi tidak 
pernah di-“produsir” suatu simbol-simbol dan jargon-jargon, 
termasuk simbol dan jargon yang secara objektif memang kita 
perlukan. Agaknya kita semua dalam kondisi “kapok” melakukan 
hal itu mengingat bahwa masa lalu yang tidak terlalu jauh, yaitu 
masa Orde Lama, udara politik kita pengap oleh simbol-simbol 
dan jargon-jargon kosong, dan para pemimpin kelewat produktif 
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dengan simbol-simbol dan jargon-jargon itu, sementara rakyat 
makin menjadi sengsara. Itu dari satu pihak.

Dari pihak lain keengganan banyak orang untuk menampilkan 
istilah “sosialis” itu karena adanya asosiasi orang antara perkataan 
tersebut dengan suatu kelompok tertentu yang sering diperkirakan 
atau dituduh sebagai melakukan kegiatan-kegiatan politik yang 
kurang sesuai dengan keadaan yang berlaku resmi sekarang. Kelom-
pok itu pula yang dahulu oleh Orde Lama dicap sebagai biang 
gerakan-gerakan kontra-revolusi, tetapi kelompok itu pula yang 
sampai kini sampai batas-batas tertentu berada dalam keadaan yang 
dirasa kurang favourable secara politik. Maka timbullah keengganan 
tersebut. Tetapi nyatanya sekarang Presiden kita dengan tegas meng-
gunakan kembali predikat “sosialis” untuk negara kita. Salah satu 
penilaian terhadap gejala ini ialah dari sudut psikologis: adanya 
petunjuk bahwa kita semakin mantap kepada diri sendiri sehingga 
tidak perlu “segan” terhadap simbol-simbol dan istilah-istilah yang 
dulu pemah digunakan orang, sebab simbol itu bagaimanapun 
adalah milik semua orang dan diperlukan untuk mengkonkretkan 
suatu ide atau pikiran dan tujuannya.

Demikian pula halnya dengan pemakaian istilah “religius”. 
Istilah ini juga pernah dihindari orang karena asosiasinya dengan 
suatu kelompok tertentu yang pernah tampak seolah-olah hendak 
memonopoli pengertian sekitar istilah tersebut, dan untuk itu 
mengklaim sebagai satu-satunya kelompok yang berhak memakai 
dan melaksanakannya. Tetapi itu semua dapat dianggap angan-
angan saja (nonsens), dan perlu sekali kita menyadari bahwa religi-
usitas adalah bakat manusia yang paling universal.

Yang kedua, pernyataan Presiden itu menyenangkan sebab 
dapat dinilai sebagai penegasan niat atau intensi serta komitmen 
kita bersama mewujudkan suatu masyarakat yang sebaik-baikmya. 
Memang dapat dikatakan bahwa adanya ide itu sesungguhnya 
sudah termaktub dalam pembukaan UUD 45, dalam hal ini ialah 
apa yang kini dikenal sebagai sila ke-5 daripada Pancasila. Tapi 
toh penegasan tetap diperlukan. Dan dengan pernyataan tersebut 
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kini tujuan kita menciptakan masyarakat sosialis-religius memang 
menjadi semakin jelas. Tinggallah uraian lebih lanjut atas segi-
segi kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan. Dalam hal ini 
mungkin GBHN dan Pelita II telah memberikan jawaban. Tetapi 
barangkali tidak terlalu salah jika dikatakan bahwa GBHN dan 
Pelita II terasa cukup jauh oleh jangkauan pengertian rakyat banyak, 
dan masih perlu “diterjemahkan” lagi dalam bahasa-bahasa awam 
— biasanya lebih cepat melalui simbol-simbol — kemudian melalui 
pelaksanaan yang tampak mata.

Beberapa simbol telah dikemukakan kepala negara. Umpamanya 
bahwa masyarakat kita adalah antikapitalisme, antifeodalisme, 
anti penindasan, dan seterusnya. Juga segi-segi positifnya telah 
dikemukakan dalam berbagai kesempatan, umpamanya bahwa 
kita menghendaki kemakmuran bersama, pembagian rezeki 
yang semakin merata, pemikulan beban secara gotong royong 
melalui partisipasi seluruh rakyat dan seterusnya. Tetapi satu hal 
yang masih mengganggu kemantapan rakyat terhadap kesejatian 
kita dalam mewujudkan masyarakat sosialis ialah tendensi yang 
sering dikonstatir bahwa di tanah air kita sekarang orang yang 
kaya menjadi semakin kaya dan orang miskin menjadi semakin 
miskin. Meskipun mungkin data-data kuantitatif yang dapat 
dijadikan bahan statistik masih perlu dikumpulkan melalui suatu 
penelitian, tetapi jika apa yang dirasa rakyat banyak itu memperoleh 
“sundutan” propaganda dan agitasi maka ia akan mudah menjelma 
menjadi tenaga politik yang berhaluan radikal. Karena itu sedapat 
mungkin tendensi negatif tadi selekasnya dilenyapkan. Mumpung 
waktu masih cukup dini, dan kaum vested interest belum sempat 
membangun kubu-kubu politiknya. Atau malah sudah sempat? 
Tidak tahulah. Mudah-mudahan keadaan tidak seburuk itu! [ ]


